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SINOPSIS 

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan 

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daearah melalui berbagai program. Namun 

upaya ini belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagai diinginkan bersama, 

terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program – program 

Pemerintah tersebut. Salah satu basis pengembangan ekonomi serta peningkatan 

Pendapatan Asli Desa adalah dengan didirikannya BUM Desa sebagai dasar 

penggerak ekonomi local. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 

dalam pasal 87, mengamanatkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa yang disebut BUM Desa. Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya 

Kontribusi dari Pemerintah Desa untuk mewujudkan tujuan utama dalam  BUM Desa, 

yaitu untuk memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PA 

Desa). Adapun dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah “Kontribusi 

Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)”, 
dengan rumusan masalah antara lain : Bagaimana Kontribusi Pemerintah Desa dalam 

Pengembagan BUM Desa di Desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, Kabupaten 

Bantul, dan Bagaimana Perkembangan BUM Desa di Desa Panggungharjo, 

Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul, serta Kendala apakah yang dihadapi dalam 

Pengembangan BUM Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten 

Bantul. Sementara itu tujuan penelitian yang hendak di capai adalah sebagai berikut : 

Pertama, Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, 

Kedua,Untuk mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di 

Desa Panggungharjo, Ketiga, Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul.  

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan keadaan yang ada 

sekarang berdasarkan kata dan fakta – fakta yang ada dilapangan, Dengan teknik 

pengumpulan datanya berdasarkan cara mengamati (observasi), mewawancarai secara 

mendalam dan mendokumentasikan data – data yang terdapat di lokasi penelitian. 

Adapun yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, 

Pengurus BUM Desa dan Masyarakat. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah 

dengan cara pengumpulan data, penyaringan data, penyajian data dan kemudian 

pengambilan kesimpulan. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kehadiran 

Pemerintah Desa telah berkontribusi memberikan bantuan dana awal terhadap 

pembentukan dan pengembangan BUM Desa, Pemerintah Desa juga menyediakan 

lahan yang dijadikan sebagai tempat untuk mendirikan unit usaha BUM Desa, 

Pemerintah desa juga berperan dalam membangun jaringan kerjasama. Dalam 

Kontribusi Pemerintah Desa untuk mengembangkan BUM Desa juga tidak selamanya 

berjalan dengan mulus begitu saja adapun hasil penelitian, kendala – kendala yang 

dihadapi meliputi ; Manajemen administrasi yang kurang baik, Partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan sarana prasarana penunjang unit usaha BUM Desa yang belum 

cukup serta serta keterbukan atau transparansi atas hasil yang dicapai. Berdasarkan 

hal tersebut maka diperlukannya Kontribusi dari Pemerintah Desa yang maksimal 

dalam mewujudkan tujuan utama BUM Desa yaitu memperkuat perekonomian Desa 

dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Didalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 

2014 dan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Desa telah menjadi bagian tak terpisahkan 

dari penyelengaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangkan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tertuang dalam amanat UU No. 23 Tahun 2014, 

pasal 200 ayat (1) : “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota karena 

sesungguhnya yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”. 

Dari Pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah bukanlah 

menjadi bagian/perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota, karena sesungguhnya 

Pemerintahan Desa memiliki hak otonomi tersendiri untuk mengelola 

Pemerintahannya, dengan kondisi yang demikian, maka Pemerintah Desa dituntut 

untuk menjalankan segala kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya. 

 Oleh karena itu Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 membawa terobosan 

baru bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa dalammembangun serta 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat Desa, salah satunya melalui 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Undang - Undang Desa No. 6 

Tahun 2014 pasal 87, menegaskan kembali bahwa Desa dapat mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan 

usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna 

mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat Desa.  
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 Selain itu, prinsip otonomi daerah juga menyatakan bahwa “kewenangan 

mengikuti pembiayaan” maka Desa memiliki hak untuk mengatur diri sendiri dan 

mengelola keuangan untuk pembiayaan pembangunan yang salah satu agendanya 

tentu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa tersebut. Ini merupakan 

kesempatan yang sangat bagus bagi Masyarakat untuk mengatur diri sendiri dan 

berusaha sendiri untuk meningkatkan kemakmuran dan kualitas hidup mereka.  

Tugas dan fungsi Desa yang harus di emban oleh aparatur Desa yaitu : 

1. Pengaturan/Regulasi : Mengatur Pemerintahan, Pembangunan dan Masyarakat 

agar tercipta keteraturan dan ketertiban. 

2. Pelayanan : Mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat guna 

mendukung kesejahteraan 

3. Pemberdayaan : Meningkatkan kekuatan dan Potensi masyarakat agar 

masyarakat bisa mandiri dan sejahtera. 

http://mustikajikebumen.blogspot.com/2009/07/menguatkan-kapasitas-

pemerintahan-desa.html 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) salah satu sarana untuk menjalankan 

ketiga fungsi tersebut. Karena keberadaan BUMDesa seharusnnya bisa mendukung 

munculnya kembali demokrasi sosial di Desa melalui peningkatan kontribusi 

Masyarakat Desa tentang pengelolaan BUMDesa secara berkelanjutan. Disisi lain, 

Pemerintahan Desa juga mampu berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi 

kegiatan ekonomi Desa melalui kepemilikan BUMDesa sehingga dapat membangun 

perekonomian daerah yang dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, 

menghasilkan barang dan jasa subtitusi daerah, meningkatkan perdagangan antar 

pemerintah daerah dan memberikan pelayanan yang optimal bagi konsumen. Melalui 
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cara demikian diharapkan keberadaan BUMDesa mampu mendorong dinamisasi 

kehidupan ekonomi di pedesaan. Tugas dan fungsi Pemerintah Desa adalah 

membangun relasi dengan Masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar 

pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan Masyarakat 

Desa lebih berdaya. Sehingga dalam mengembangkan BUMDesa diperlukan 

kontribusi positif dari Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa 

dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

 Dalam rangka menjalankan Tugas dan fungsi Pemerintahan Desa serta 

memperkuat otonomi Desa antara lain adalah memberikan peluang kepada 

Pemerintah Desa untuk mendapatkan pendapatan, salah satu sumber pendapatan Desa 

yang dapat diusahakan oleh Pemerintahan Desa adalah dengan mendirikan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDesa), yaitu suatu lembaga/badan perekoniam desa yang 

berbadan hukum di bentuk dan dimiliki oleh Pemerintahan Desa, dikelola secara 

ekonomis mandiri dan professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar 

milik Pemerintahan Desa yang dipisahkan. Selain itu potensi dan aset desa yang 

sebenarnya sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga 

kurang memberi layanan kearah peningkatan ekonomi Masyarakat secara nyata 

maupun menopang kebutuhan Pemerintahan Desa terutama untuk  peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang selama ini masih rendah dan kebanyakan 

mengandalkan dari tanah kas Desa. Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang  - 

Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang – Undang No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah,dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
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Didalam produk – produk hukum tersebut memberikan kewenangan Kepala Desa 

untuk mengelola keuangannya sendiri termasuk dalam meningkatkan pendapatan asli 

desa.  

 Kontribusi Pemerintah Desa dalam pengembangan BUMDesa adalah dalam 

membiayai penyelenggaraan tugas – tugas Pemerintahan Desa terkait pengembangan 

BUMDesa melalui keuangan Desa, khususnya melalui Pendapatan Asli Desa (PA 

Desa). Dengan demikian, keuangan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa 

merupakan factor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan desa dalam 

melaksanakan otonomi desa, namum pada kenyataannya sebagian besar desa 

memiliki pendapatan asli yang sangat rendah, sehingga tidak mampu membiayai 

pelaksanaan program – program pembangunan sesuai esensi masalah dan prioritas 

kebutuhan masyarakat desa. 

Saat ini, hampir 70 persen PemerintahDesa tidak berfungsi. Menurut anggota DPR 

Budiman Sudjatmiko, hal tersebut terjadi karena dua hal. Pertama, Desa-desa tidak 

memiliki keuangan yang cukup untuk membangun Desa secara mandiri. 

Kedua,Perangkat Desa tidak dapat bekerja dengan efektif karena ketidakjelasan 

status. Akibatnya, banyak Desa yang tertinggal, sehingga perlu pemihakan konkret 

dari Pemerintah. Hal ini terjadi pula karena rendahnya kapasitas Kabupaten dalam 

mendukung Desa dan terfragmentasinya sumber pendapatan desa baik secara 

kelembagaan, perencanaan, keuangan, maupun pengelolaannya. Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 2014 diharapkan bisa menjawab tantangan tidak jelasnya pendapatan 

bagi Desa tersebut. Karena itulah, UU ini juga mengatur tentang Sumber-Sumber 

Pendapatan bagi Desa.  Bab VIII tentang Keuangan Desa dan Aset Desa menjelaskan 

hal itu. Menurut Pasal 72, Pendapatan Desa berasal dari setidaknya tujuh sumber yaitu 
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(a) Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, 

gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa, (b) Alokasi anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara, (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

Kabupaten/Kota, (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari perimbangan 

yang diterima Kabupaten/ Kota, (e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan 

APBDKabupaten/Kota, (f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak 

mengikat, dan (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

 Minimnya Pendapatan Asli Desa yang dialami oleh Desa-desa di Indonesia 

membuat BUMDesa menjadi relevan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Hal 

ini dikarenakan tujuan dalam pembentukan BUMDesa sendiri yaitu peningkatan 

Pendapatan Asli Desa (PADesa). Jika Pendapatan Asli Desa bisa meningkat maka 

secara makro ekonomi desa, akan di dapat dana pengelolaan dan pembiayaan 

pembangunan desa tersebut.  Sehingga apa bila pembangunan di Desa dapat berjalan 

dengan baik, di harapkan akan berimbas pada naiknya kualitas hidup Masyarakat. 

Salah satu dampaknya adalah masih banyaknya masyarakat miskin di Desa, karena 

secara relatif tidak meiliki infrastruktur fasilitas-fasilitas penting yang hanya 

menunggu pembangunan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Pusat.  

 Badan UsahaMilik Desa (BUMDesa) didirikan juga dalam rangka 

memperkuat perekonomian Desa yang dalam arti detil adalah meningkatkan 

kesejahteraan dan kualitas penghidupan masyarakat Desa tersebut, yang di tinjau dari 

segi ekonomi Desa. Selain itu tujuan pembentukan BUMDesa adalah membangun 

kesejahteraan sosial Masyarakat Desa. Dalam melaksanakan kegiatannya, BUMDesa 

harus berorientasi pada kebutuhan dan potensi Desa. Artinya 

BUMDesamemprioritaskan pada usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
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Masyarakat seperti pemenuhan pasokan barang sembako, fasilitas pemenuhan hajat 

hidup seperti sarana air bersih, sarana komunikasi dan mobilitas agar Masyarakat 

memiliki aksesbilitas yang baik untuk interaksi dengan luar desa.Dan usaha yang 

dikembangkan adalah yang merupakan potensi di desa itu, sehingga akan lebih baik 

lagi jika potensi tersebut adalah potensi yang unik dan khas serta memenuhi syarat 

sebagai pemenuhan kebutuhan Masyarakat. 

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) didirikan atas prakarsa Masyarakat di 

dasarkan pada potensi yang dapat di kembangkan dengan menggunakan sumberdaya 

local dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDesa bukan 

merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

atau Pemerintah Kabupaten. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan 

sosialisasi dan penyadaran kepada Masyarakat Desa melalui Pemerintah Provinsi atau 

Pemerintah Kabupaten tentang arti penting BUMDesa bagi peningkatan kesejahteraan 

Masyarakat. Dalam ha tersebut diperlukan kontribusi Pemerintah Desa. Melalui 

Pemerintah Desa masyarakat di motivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk 

membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian 

BUMDesa. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada 

Masyarakat Desa.  

 Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang di kembangkan dan dimantapkan 

menjadi lembaga perekonomian Desa yang berfungsi sebagai sarana penggerak 

perekonomian desa dan sarana peningkatan Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, 

prinsip dasar BUMDesa sebagai Badan Usaha yang dikelola bersama oleh Pemerintah 

Desa dan Masyarakat Desa akan selalu searah denganprogram pemberdayaan 

masyarakat dan pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yaitu : mudah dikelola 
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dan didayagunakan untuk kepentingan masyarakat, dikelola oleh masyarakat secara 

terbuka dan dipertanggungjawabkan, memberi pendapatan yang memadai dan 

mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis, hasilnya dapat 

dilestarikan oleh masyarakat sendiri, dan mudah digulirkan dan dikembangkan. 

Di Indonesia sudah terdapat beberapa Desa yang mengembangkan BUMDesa, 

meski memang masih cukup jauh bila dibandingkan dengan jumlah Desa yang ada. 

Akan tetapi setidaknya dari sedikit Desa ini bisa memberi inspirasi bagi Desa lainnya 

untuk turut melakukan kerja sama. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah 

Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam 

upaya memperkuat perekonomian desa, dan di bentuk berdasarkan kebutuhan serta 

potensi desa. Pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan 

BUMDesa yaitu PERMENDESA dan PDT Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada bulan 

Maret 2013, Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan BUMDesa yang diberi 

nama “BUMDesa Panggung Lestari” sebagai upaya pendayagunaan potensi desa dan 

diharapkan menjadi entitas yang mampu mengungkit perekonomian masyarakat. 

Untuk dapat memainkan peran sebagai alat ungkit perekonomian dan sebagai agen 

bagi terwujudnya perubahan sosial menuju kesejahteraan, BUMDesa Panggung 

Lestari memfokuskan usahanya pada bidang jasa pengelolaan lingkungan khususnya 

pengelolaan sampah rumah tangga dengan nama “KUPAS” yang merupakan 

singkatan dari Kelompok Usaha Pengelola Sampah.Pilihan bidang usaha ini, 

disamping dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi lokal apapun yang dimiliki 

oleh desa, juga dalam rangka untuk melakukan interverensi kebijakan dalam 

mendorong lahirnya budaya baru pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. 

Sampai dengan akhir tahun 2013, KUPAS telah melayani 1.090 titik penjemputan. 
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Kapitalisasi modal yang dikelola mencapai Rp. 344.363.500 atau meningkat lebih dari 

9 kali dari modal penyertaan awal yang disetorkan oleh desa sebesar Rp. 37.000.000. 

Dengan kemampuan usaha tersebut, BUMDesa Panggung Lestari telah membuka 

kesempatan kerja langsung paling tidak bagi 20 orang. Kehadiran BUMDesa 

Panggung Lestari juga menginspirasi bagi terbentuknya kelembagaan - kelembagaan 

ekonomi maupun sosial berbasis lingkungan di tingkat RT maupun Pedukuhan seperti 

Bank Sampah di Pedukuhan Glugo, Bank Tigor (Tilasan Gorengan) di Pedukuhan 

Dongkelan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan pembiayaan berbasis sampah 

di Pedukuhan Pandes dan Sawit, serta pengrajin daur ulang.Pada tahun 2014, 

BUMDesa Panggung Lestari tengah membangun satu kawasan agrocomplex dilahan 

seluas lebih kurang 5.000 m2 yang merupakan kawasan pengembangan pertanian 

terpadu meliputi kegiatan pertanian hortikultura dan tanaman 

obat,peternakan,pengelolaan sampah rumah tangga, kolam perikanan dan sungai, 

pasar sayuran segar dan fasilitas bio industri berbasis tanaman obat. Kawasan 

agrocomplex ini diharapkan akan menjadi alat ungkit baru dalam memberdayakan 

masyarakat melalui pembangunan hijau yang partisipatif sekaligus mewujud menjadi 

Pusat Pengembangan Pertanian Terpadu di Yogyakarta. Apalagi dalam rencana 

pengembangan, kawasan ini akan dilengkapi dengan telaga desa sebagai kawasan 

wisata lingkungan sekaligus menjadi situ pengendali banjir. Akan tetapi,Akan tetapi, 

Keberadaan BUM Desa ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan potensidan 

harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber dayaalam 

dan sumber daya manusia, di sisi yang lain BUM Desa memiliki permasalahanyang 

pelik. BUM Desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon memang belum 

secaramaksimal terkelola secara profesional salah satunya penambahan tenaga kerja 

serta memperluas jangkauan pengambilan sampah masyarakat setempat, agar 
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Pendapatan Asli Desa (PA Desa) melalui BUM Desa terus meningkat. Oleh karena 

itu,Kontribusi Pemerintah Desa dan Masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang 

BUM Desa mencapai tujuannya yaitu meningkatkan perekonomian desa. 

Banyaknya BUMDesa yang belum dapat berkembang menunjukan bahwa 

kontribusi Pemerintah Desa masih terbatas dalam menunjang dan memfasilitasi 

pengembangan BUMDesa. Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan  bisa 

meningkatan Pendapatan Asli Desa cenderung belum terkelola dengan baik. 

Akhirnya, dari sisi penerimaan keuangan desa masih sangat tergantung dari transfer 

Pemerintah yang ada di atasnya. Fungi Pemerintah Desa dalam pengelolaan 

BUMDesa sebagai Usaha Desa adalah melakukan intermeditasi dana masyarakat 

guna mamacu pemupukan modal Masyarakat dan meningkatkan pengelolaan 

keuangan Masyarakat, memfasilitasi pendampingan sebagai upaya meningkatkan 

usaha masyarakat pedesaan, memberikan dukungan terhadap bantuan sosial dan 

memberikan bantuan administrasi, anggaran terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. 

Dalam melakukan fungsi tersebut, Pemerintah Desa harus memberikan kontribusi 

yang nyata agar dapat mengembangkan BUMDesa yang ada. 

 Dalam Undang – UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

Pasal 213 ayat (1) disebut bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa”, dan Undang- Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab X Pasal 87 ayat (1,2 dan 3) di sebut 

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, dan BUMDesa dikelola dengan 

semangat  kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta BUMDesa dapat menjalankan 

usaha di bidang ekonomi atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang - 

undangan. Subtansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan 
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permintaaan dalam konteks pembangunan tingkat Desa. Berkenaan dengan 

perencanaan dan pendiriannya, BUMDesa dibangun atas prakarsa (inisiasi) 

masyarakat serta mendasar pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, 

emansipatif, akuntable, dan sustainable.Oleh karena itu yang terpenting adalah bahwa 

pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Sikap yang 

profesional dan mandiri dalam mengelola BUMDesa harus diwujudkan melalui 

kontribusi yang nyata dari Pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus dapat 

mengarahkan waktu, tenaga, pikiran, dan juga dana demi mengembangkan 

BUMDesa. 

 Uraian diatas menunjukan bahwa kontribusi Pemerintah Desa dalam 

pengembangan BUMDesa sangat diperlukan untuk dapat mencapai tujuan utama dari 

BUMDesa, yaitu untuk memperkuat ekonomi Desa dan meningkatkan Pendapatan 

Asli Desa (PADesa). Kontribusi Pemerintah Desa yang dimaksud disini adalah 

keterlibatan yang dilakukan oleh organisasi yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat 

Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang menjalankan urusan Pemerintahan 

Desa (mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat) berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dan 

fungsinya sehingga memberikan dampak yang kemudian di nilai dari aspek social dan 

aspek ekonomi. 

  

 Melihat fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “KONTRIBUSI PEMERINTAH DESA DALAM 

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)”. Tulisan ini 

merupakan Suatu Penelitian DiskriptifKualitatif di Desa Panggungharjo, Kecamatan 
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Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengingat kontribusi 

Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan BUMDesa yaitu 

memperkuat ekonomi Desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang berimbas 

pada terwujudnya masyarakat yang berdaya. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka masalah 

penelitian dapat di rumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Kontribusi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, 

Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa 

Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul? 

3. Kendala apakah yang dihadapi dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDesa) di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dalam 

pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Panggungharjo, 

Kecamatan Sewon,Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di 

Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. 
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